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 Abstract: Artikel ini membahas tentang tugas, peran, 

serta tanggung jawab seorang kurator atas harta 

boedel pailit yang dimiliki oleh kreditor dalam 

konteks hukum kepailitan yang ada di Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 

tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang atau biasa disebut dengan UUK-

PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga 

mengangkat kurator guna untuk mengelola serta 

membereskan harta pailit setelah debitor tersebut 

dinyatakan pailit, selai itu kurator juga yang 

nantinya akan membagikan hasil penjualan harta 

pailit debitor kepada kreditor. Selain itu kurator juga 

memiliki peran penting yaitu sebagai mediator untuk 

para kreditor dan debitor dalam hal menyelesaiakan 

sengketa yang nantinya akan terjadi dalam proses 

kepailitan tersebut. Kurator juga bertanggung jawab 

dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan 

berperilaku secara profesional, serta bertanggung 

jawab secara hukum jika terjadi kelaiaian dalam 

menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan 

metode normatif guna untuk menganalisis peraturan 

yang ada serta nantinya akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik mengania tugas, peran, 

dan tanggung jawab kurator atas harta boedel pailit 

debitor. Hasil penelitian nantinya akan menunjukkan 

bahwa proses kepailitan ini berhasil atau tidaknya 

bergantung pada kinerja kurator dalam menjalankan 

tugasnya. 

Keywords: Kurator, 

Kepailitan, Kreditor, Debitor. 

 

PENDAHULUAN 
Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan banyak utang yang tidak dapat 

dilunasi. Krisis Moneter Asia pada tahun 1997 merupakan peristiwa besar yang mempengaruhi 

banyak negara di Asia, salah satunya adalah negara Indonesia. Krisis ini dimulai di Thailand 

ketika pemerintah negara tersebut terpaksa melepaskan mata uangnya, baht, dari ikatan terhadap 

dolar AS, yang menyebabkan penurunan mata uang yang tajam. Penurunan mata uang yang 

terjadi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia, Korea 

Selatan, Malaysia, dan Filipina, hal ini telah menyebabkan penurunan tajam dalam nilai tukar 

mata uang mereka, dan mengakibatkan gejolak ekonomi di seluruh wilayah. Penurunan mata 
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uang dalam hal ini merupakan proses penurunan nilai aset tetap, seperti gedung, mesin, atau alat 

transportasi, seiring dengan berjalannya
1
.  

Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan dan individu tidak dapat membayar utang 

mereka, baik yang dalam bentuk rupiah maupun dalam mata uang asing. Nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS jatuh drastis, dari sekitar Rp 2.500 per dolar menjadi lebih dari Rp 15.000 per 

dolar pada puncak krisis. Situasi ini diperburuk oleh sistem perbankan yang lemah dan 

pengelolaan utang yang kurang baik, menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil 

mengalami kebangkrutan (kepailitan). Bank-bank di Indonesia mengalami masalah likuiditas 

yang serius, dan banyak yang bangkrut atau diambil alih oleh pemerintah. Krisis ini juga memicu 

berbagai masalah sosial dan politik, termasuk protes massal dan akhirnya, jatuhnya pemerintahan 

Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pemerintah kemudian bekerja sama dengan Dana Moneter 

Internasional (IMF) untuk mendapatkan bantuan keuangan dan melakukan reformasi ekonomi 

yang signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan negara harus segara menyediakan suatu sistem 

yang disebut dengan Kepailitan
2
.  

Kepailitan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) “Kepailitan 

adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini”. Kepailitan juga dapat diartikan dalam suatu situasi dimana seseorang 

ataupun suatu perusahaan yang tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga aset yang dimiliki oleh 

debitur dibagikan kepada kreditur sesuai dengan ketetuan yang berlaku. Kepailitan juga 

merupakan suatu proses penyitaan umum yang dilakukan oleh pengadilan Niaga, dimana poin 

utama dalam kepailitan ini adalah adanya utang piutang.l   

Utangl  piutangl  yangl  dimaksudl  adalah,l  utangl  tersebutl  adal  dual  Kreditorl  ataul  lebihl  sertal  

harusl  jatuhl  tempol  danl  utangl  tersebutl  dapatl  ditagih,l  berdasarkanl  utangl  tersebutl  kreditorl  danl  

debitorl  dapatl  mengajukanl  sendiril  permohonanl  penetapanl  pailitl  terhadapl  debitorl  yangl  nantinyal  

akanl  diperiksal  olehl  pengadilanl  niagal  berdasarkanl  syaratl  Kepailitanl  yangl  telahl  diatur
3

l  .l  

Sedangkanl  pailitl  sendiril  diartikanl  sebagail  suatul  keadaanl  dil  manal  Debitorl  tidakl  mampul  

membayarl  utangl  kepadal  Kreditornya.l  Penyebabl  daril  tidakl  mampul  membayarl  utangl  inil  biasanyal  

disebabkanl  olehl  suatul  kondisil  dimanal  keuanganl  Debitorl  sedangl  mengalamil  masal  sulit,l  ataul  

biasal  disebutl  denganl  sebutanl  financiall  distress.l  Bisnisl  yangl  dimilikil  olehl  Debitorl  telahl  

mengalamil  kemunduran
4
.l  Kepailitanl  menjadil  salahl  satul  caral  yangl  dapatl  dilakukanl  olehl  Kreditorl  

dalaml  memintal  pertanggungl  jawabanl  Debitorl  untukl  melunasil  utangnyal  denanl  caral  melakukanl  

sital  umum.l  l   

                                                      
1
 Putri Keumala Sari and Fakruddin, “Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di 

Indonesia: Kasus Krisis Tahun,” JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah 1, no. 2 

(2016): 377–88, https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5831/2491. 
2
 Windri Astriyani and Haryono Rinardi, “Hubungan Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund Dan 

Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006),” Historiografi 2, no. 2 (2021): 118–

27, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/view/32859. 
3

l  Marchell  Thobiel  andl  Ariawanl  Gunadi,l  “Analisisl  Perlindunganl  Hukuml  Terhadapl  Tenagal  Kerjal  Ptl  Universall  

Footwearl  Utamal  Indonesial  Akibatl  Kepailitanl  Perusahaanl  Berdasarkanl  Undang-Undangl  Nomorl  13l  Tahunl  2003l  

Tentangl  Ketenagakerjaanl  (Studil  Kasusl  Putusanl  Nomorl  12/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.l  Niaga.Jkt.Pst),”l  Jurnall  Hukuml  

Adigamal  2,l  no.l  1l  (2019):l  867,l  https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5264. 
4

l  Ettyl  Susilowati,l  Hendrol  Saptonol  Rahmanl  Frija*,l  “Perlindunganl  Hukuml  Bagil  Kreditorl  Separatisl  Terhadapl  

Pelaksanaanl  Hakl  Eksekutoriall  Dalaml  Kepailitanl  Perseroanl  Terbatas,”l  Diponegorol  Lawl  Reviewl  5,l  no.l  3l  (2016):l  1–

18. 



 
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 

Vol.4, No.1, Desember 2024 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2828-5271 (online) 

 

 2773 

Prosesl  kepailitanl  dimulail  denganl  permohonanl  yangl  dapatl  diajukanl  olehl  Debitorl  yangl  

mengalamil  kesulitanl  untukl  membayarl  utangl  ataul  Kreditorl  yangl  percayal  bahwal  Debitorl  telahl  

wanprestasil  karenal  tidakl  mampul  membayarl  hutangl  tersebut.l  Denganl  demikianl  daril  permohonanl  

tersebutl  dapatl  bersifatl  proaktifl  daril  pihakl  Debitorl  danl  jugal  reaktifl  daril  pihakl  Kreditorl  yagl  

merasal  dirugikanl  atasl  ketidakmampuanl  Debitorl  untukl  melunasil  hutangnya.l  Dalaml  praktiknya,l  

ketikal  pengadilanl  memutuskanl  untukl  melakukanl  kepailitan,l  makal  sital  umuml  dilakukanl  atasl  

seluruhl  kekayaanl  Debitor.l  Kekayaanl  tersebutl  kemudianl  diawasil  danl  diaturl  olehl  seorangl  kurator.l   

Kuratorl  bertanggungl  jawabl  untukl  menjagal  keadilanl  danl  mengelolal  kekayaanl  Debitorl  

yangl  telahl  dinyatakanl  pailitl  denganl  caral  yangl  palingl  efektifl  dalaml  melunasil  hutangl  tersebut.l  

Namunl  kuratorl  jugal  mengalamil  tantanganl  dalaml  menjalankanl  tugasnya,l  terutamal  ketikal  

dihadapkanl  olehl  sengketal  antaral  Kreditorl  ataul  ketikal  terdapatl  klaiml  daril  pihakl  ketigal  atasl  hartal  

pailit.l  Selainl  kuratorl  tentunyal  adal  hakiml  pengawasl  yangl  bertanggungl  jawabl  untukl  memastikanl  

bahwal  prosesl  kepailitanl  tersebutl  telahl  berjalanl  sesuail  denganl  hukuml  danl  prinsipl  keadilan
5
.l  Olehl  

karenal  itul  kepailitanl  tidakl  hanyal  melibatkanl  masalahl  keuanganl  danl  ekonomil  bagil  pihakl  Debitorl  

yangl  tidakl  membayarl  utangnya,l  tetapil  jugal  melibatkanl  hukuml  untukl  menyelesaikanl  masalahl  

tersebut.l  Undang-undangl  kepailitanl  memberikanl  kerangkal  hukuml  yangl  jetatl  danl  terorganisirl  

untukl  menanganil  kasusl  kepailitanl  ini.l  Keadaanl  keuanganl  yangl  sulitl  danl  memastikanl  hak-hakl  

Kreditorl  danl  Debitorl  telahl  diperlakukanl  secaral  adill  danl  sesuail  denganl  normal  hukuml  yangl  

berlaku
6
.l   

 

PERMASALAHANl   
Penelitianl  inil  nantinyal  akanl  membahasl  tentangl  apal  sajal  tugasl  danl  wewenangl  yangl  

dimilikil  olehl  Kuratorl  dalaml  mengelolal  hartal  Boedell  pailitl  milikl  Debitorl  berdasarkanl  padal  

Undang-Undangl  yangl  telahl  mengatur.l   

 

METODEl  PENELITIANl   
Penelitianl  inil  adalahl  penelitianl  hukuml  normatif.l  Menurutl  Peterl  Mahmudl  Marzukil  

penelitianl  hukuml  normatifl  ialahl  suatul  prosesl  untukl  menemukanl  aturanl  hukum,l  prinsipl  hukum,l  

sertal  doktrinl  gunal  untukl  menjawabl  isul  hukuml  yangl  digunakan
7
.l  Dalaml  penelitianl  inil  

menggunakanl  2l  metodel  pendekatan,l  yaitul  pendekatanl  perundang-undanganl  (statutel  approach)l  

danl  pendekatanl  konseptuall  (conceptuall  approach).l  Metodel  pendekatanl  perundang-undanganl  

dilakukanl  denganl  caral  mempelajaril  semual  undang-undangl  sertal  peraturanl  yangl  mempunyail  

hubunganl  denganl  isul  hukuml  yangl  diambil
8
.l  Hall  inil  dapatl  pulal  dikatakanl  bahwal  pendekatanl  

perundang-undanganl  adalahl  pendekatanl  denganl  menggunakanl  legislasil  danl  regulasi
9
.l  Metodel  

pendekatanl  konseptuall  menurutl  Peterl  Mahmudl  Marzukil  adalahl  pendekatanl  yangl  bergerakl  daril  

pandangan-pandanganl  sertal  doktrin-doktrinl  yangl  adal  dil  dalaml  ilmul  hukum
10

.l  Daril  pendekatanl  

inilahl  akanl  lahirl  pengertianl  hukum,l  konsepl  hukum,l  sertal  asasl  hukuml  yangl  digunakanl  sebagail  

penompangl  dalaml  mendirikanl  argumenl  hukum. 

                                                      
5

l  Fl  Il  Rokhmal  andl  Ml  Warka,l  “Kewenanganl  Kuratorl  Dalaml  Pemberesanl  Boedell  Pailitl  Debiturl  Yangl  Masihl  Dalaml  

Sengketa,”l  …l  Journall  ofl  Lawl  …l  3,l  no.l  3l  (2023):l  2784–98,l  https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.363. 
6

l  Maldonadol  Rodríguez,l  Velastequí,l  “Nol  主観的健康感を中心とした在宅高齢者におけるl  健康関連指標に関

する共分散構造分析Title,”l  2019,l  1–23. 
7

l  Marzukil  Petterl  Mahmud,l  “Metodel  Penelitianl  Hukuml  Edisil  Revisi,”l  2005,l  259. 
8

l  Ibidl   
9

l  Ibidl  hlml  137l   
10

l  Ibidl  hlml  135 
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HASILl  DANl  PEMBAHASANl   

Pengertianl  Kepailitanl   
Kepailitanl  adalahl  prosesl  dimanal  seorangl  debitorl  yangl  tidakl  memilikil  cukupl  uangl  untukl  

membayarl  hutangnyal  dikarenakanl  kondisil  keuanganl  debitorl  tersebutl  sedangl  mengalamil  

kesulitan,l  dalaml  hall  inil  makal  pengadilanl  memutuskanl  debitorl  tersebutl  dinyatakanl  pailit
11

.l  

Menurutl  Soematril  Hartonol  kepailitanl  biasal  disebutl  denganl  lembagal  hukuml  perdatal  eropal  yangl  

telahl  tercantuml  dalaml  Pasall  1131l  danl  1132l  Kitabl  Undang-Undangl  Hukuml  Perdatal  (KUHl  

Perdata)
12

.l   

Pasall  1131l  KUHPerdatal  dituliskanl  bahwal  “segalal  hartal  kekayaanl  debitur,l  baikl  yangl  

sudahl  adal  maupunl  yangl  akanl  ada,l  menjadil  jaminanl  untukl  perikatan-perikatanl  peroranganl  

debitur”,l  kemudianl  dalaml  Pasall  1132l  KUHPerdatal  dituliskanl  bahwal  “seluruhl  hartal  debiturl  akanl  

dilelangl  dil  mukal  umuml  atasl  putusanl  hakim,l  danl  hasilnyal  akanl  dibagiknal  kepadal  paral  kreditorl  

secaral  seimbang.l  Namunl  adal  pengecualianl  jikal  adal  kreditorl  yangl  didahuukanl  pemenuhanl  

hutangnya”.l  Kemudianl  dijelaskanl  pulal  padal  pasall  1l  ayatl  (1)l  Undang-Undangl  Nomorl  37l  Tahunl  

2004l  tentangl  Kepailitanl  danl  Penundaanl  Kewajibanl  Pembayaranl  Utangl  selanjutnyal  disebutl  

denganl  UUK-PKPUl  l  yaitul  “Kepailitanl  adalahl  sital  umuml  atasl  semual  kekayaanl  debitorl  pailitl  

yangl  pengurusanl  danl  pemberesannyal  dilakukanl  olehl  kuratorl  dil  bawahl  pengawasanl  Hakiml  

Pengawasl  sebagaimanal  diaturl  dalaml  Undang-Undangl  ini”.l   

Debitorl  yangl  dimaksudl  didalaml  Pasall  1l  ayatl  (1)l  diatasl  telahl  dijelaskanl  pulal  dalaml  Pasall  

1l  ayatl  (3)l  UUK-PKPUl  yaitul  “Debitorl  adalahl  orangl  yangl  mempunyail  piutangl  karenal  perjanjianl  

ataul  Undang-Undangl  yangl  pelunasannyal  dapatl  ditagihl  dil  mukal  pengadilan”.l  Danl  Pasall  1l  ayatl  

(4)l  yaitul  “debitorl  pailitl  adalahl  debitorl  yangl  sudahl  dinyatakanl  pailitl  denganl  putusanl  pengadilan”.l  

Jadil  dapatl  disimpulkanl  daril  pengertianl  diatasl  bahwal  dalaml  kepailitanl  adal  beberapal  unsurl  

seorangl  debitorl  dapatl  dinyatakanl  pailitl  jikal  memenuhil  unsur-unsurl  sebagail  berikut:l   

1. Adanyal  dual  debitorl  ataul  lebihl  denganl  keadaanl  tidakl  membayarl  lunasl  sedikitnyal  satul  

utang,l  danl  hutangl  tersebutl  telahl  jatuhl  tempol  danl  dapatl  ditagih; 

2. Adanyal  permohonanl  pailit; 

3. Adanyal  pernyataanl  pailitl  (yangl  dikeluarkanl  olehl  Pengadilanl  Niaga); 

4. Adanyal  sital  danl  eksekusil  atasl  hartal  kekayaanl  pihakl  yangl  dinyatakanl  pailitl  (debitur);l   

5. Yangl  dilakukanl  olehl  pihakl  yangl  berwenang;l  dan 

6. Semata-matal  untukl  kepentinganl  kreditur.l   

Lembagal  pengadilanl  khususl  yangl  menetapkanl  seorangl  debiturl  tersebutl  pailitl  adalahl  

pengadilanl  Niagal  denganl  memutusl  putusanl  pailit
13

.l  Setelahl  debitorl  tersebutl  dinyatakanl  pailit,l  

makal  debitorl  tersebutl  tidakl  dapatl  mengelolal  sertal  menguasail  asetl  kekayaanl  yangl  dimilikinya
14

.l  

Selanjutnyal  yangl  akanl  mengurusl  danl  mengelolal  asetl  debitorl  yangl  dinyatakanl  pailitl  nantinyal  

akanl  adal  sendiri,l  biasanyal  disebutl  denganl  Kurator.l  Tentunyal  Ketikal  kuratorl  tersebutl  

menjalankanl  tugasnyal  akanl  diawasil  olehl  hakiml  pengawas,l  hall  tersebutl  telahl  diaturl  dalaml  Pasall  

                                                      
11

l  Susil  Yanuarsi,l  “Kepailitanl  Perseroanl  Terbatasl  Sudutl  Pandangl  Tanggungl  Jawabl  Direksi,”l  Solusil  18,l  no.l  2l  

(2020):l  283–97,l  https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.289. 
12

l  Volumel  Dharmasisya,l  Jurnall  Fakultas,l  andl  Rickyl  Endriel  Saragih,l  “"l  Dharmasisyal  ”l  Jurnall  Programl  Magisterl  

Hukuml  FHUIl  PENINGKATANl  PENDAPATANl  DAERAH”l  2,l  no.l  Decemberl  (2022). 
13

l  Lexl  Privatum,l  “154417-ID-Tanggung-Jawab-Perusahaan-Yang-Dinyatakal  -l  Copy,”l  no.l  3l  (2013). 
14

l  Adityal  Rizall  Ranoviantol  andl  Merlinel  Eval  Lyanthi,l  “Tanggungl  Jawabl  Perdatal  Atasl  Tindakanl  Lalail  Kuratorl  

Dalaml  Kepengurusanl  Hartal  Pailitl  (Boedell  Pailit),”l  Journall  Publicuhol  7,l  no.l  3l  (2024):l  1054–64,l  

https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457. 
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1l  ayatl  (1)l  UUK-PKPU.l  Denganl  adanyal  pemberlakuanl  UUK-PKPUl  tersebutl  dapatl  memberikanl  

hall  yangl  baikl  kedepannya,l  baikl  untukl  kreditorl  maupunl  untukl  debitur.l  l   

Kepailitanl  jugal  memilikil  tujuanl  dalaml  melaksanakanl  pembagianl  hartal  yangl  dimilikil  olehl  

debitorl  kepadal  kreditorl  melaluil  perantaral  kurator.l  Adanyal  kepailitanl  inil  dimaksudkanl  untukl  

menghindaril  terjadinyal  eksekusil  hartal  yangl  dimilikil  debitorl  secaral  terpisahl  yangl  dilakukanl  olehl  

salahl  satul  kreditor.l  Olehl  karenal  itul  dilakukanlahl  sital  hartal  debitorl  secaral  bersamal  agarl  hartal  

debitorl  tersebutl  dapatl  dibagikanl  kepadal  kreditorl  sesuail  denganl  hakl  masing-masing.l  Dalaml  hall  

inilahl  kuratorl  yangl  telahl  ditunjukl  melaksanakanl  tugasnya,l  yaitul  menyital  hartal  debitorl  kemudianl  

membagikannyal  kepadal  kreditorl  sesuail  denganl  porsil  daril  masing-masingl  kreditorl  tersebut. 

Prosedurl  Permohonanl  Pailitl   
Pengajuanl  permohonanl  pailitl  harusl  memenuhil  berbagail  syarat-syaratl  tertentu,l  agarl  

permohonanl  pailitl  dapatl  segeral  diprosesl  danl  segeral  mendapatkanl  putusan.l  UUK-PKPUl  jugal  

mengaturl  tentangl  syarat-syaratl  pengajuanl  permohonanl  pailit.l  l  Pasall  2l  UUK-PKPU,l  sebeluml  

sebuahl  Perseroanl  tersebutl  dinyatakanl  pailit,l  makal  Perseroanl  tersebutl  harusl  memenuhil  syarat-

syaratl  kepailitan.l  Syaratl  tersebutl  ialahl  minimall  terdapatl  2l  ataul  lebihl  kreditorl  ,l  terdapatl  utangl  

yangl  telahl  jatuhl  tempol  danl  dapatl  ditagih,l  sertal  mendapatkanl  pernyataanl  pailitl  daril  pengadilanl  

niaga.l  Pernyataanl  pailitl  daril  pengadilanl  niagal  dapatl  diperolehl  jikal  sebelumnyal  adal  yangl  

mengajukanl  permohonanl  pailit
15

.l   

Berikutl  adalahl  Langkah-langkahl  yangl  dilakukanl  untukl  mendapatkanl  pernyataanl  pailitl  daril  

pengadilanl  niaga:l   

1. Dalaml  hall  untukl  pengajuanl  permohonanl  pailitl  kepadal  ketual  pengadilanl  niaga,l  makal  

seorangl  pengacaral  yangl  ditunjukl  haruslahl  memenuhil  syaratl  sebagail  advokatl  ataupunl  

advokatl  kurator,l  danl  jugal  pengacaral  tersebutl  harusl  sudahl  terdaftarl  sebagail  paniteral  

pengadilan; 

2. Dalaml  hall  penyampaianl  pernyataanl  permohonanl  pailitl  kepadal  ketual  hakim,l  makal  

seorangl  paniteral  harusl  mengajukanl  permohonanl  pailitl  terlebihl  dahulul  selambat-

lambatnyal  dual  haril  sejakl  tanggall  pendaftaranl  permohonan,l  kemudianl  nantinyal  taggall  

sidangl  akanl  diumumkanl  dalaml  waktul  3l  haril  setelahl  tanggall  waktul  pendaftaranl  

permohonan; 

3. Dalaml  hall  sidangl  pemeriksaanl  akanl  diadakanl  dalaml  waktul  20l  haril  sejakl  tanggall  

pendaftaranl  permohonanl  pailit; 

4. Dalaml  hall  pemanggilanl  debitorl  olehl  pengadilan,l  jikal  permohonanl  pailitl  diajukanl  olehl  

Kreditur,l  Kejaksaan,l  Bankl  Indonesia,l  Otoritasl  Pasarl  Modal,l  danl  Mentril  Keuangan,l  makal  

Debiturl  tersebutl  haruslahl  dipanggill  kel  Pengadilan; 

5. Dalaml  hall  pemanggilanl  Kreditor,l  jikal  Debitorl  telahl  mengajukanl  pailitl  danl  adal  petanyaanl  

tentangl  syarat-syaratl  pailitl  yangl  harusl  dipenuhi,l  makal  Kreditorl  dapatl  dipanggill  kel  

Pengadilan; 

6. Dalaml  hall  pemanggilanl  Kreditorl  danl  Debitorl  melaluil  suratl  kilat,l  makal  suratl  panggilanl  

tersebutl  disampaikanl  melaluil  posl  kilatl  olehl  jurul  sital  denganl  jangkal  waktul  palingl  lambatl  

7l  haril  sebeluml  sidangl  pertamal  berlangsung; 

7. Dalaml  hall  putusanl  pengadilanl  terkaitl  kepailitan,l  apabilal  telahl  terbuktil  syaratl  pailitl  

tersebutl  terpenuhi,l  makal  putusanl  pengadilanl  atasl  permohonanl  pailitl  tersebutl  harusl  

disetujuil  danl  putusanl  tersebutl  harusl  diumumkanl  denganl  jangkal  waktul  60l  haril  setelahl  

pendaftaranl  permohonanl  pailit; 

                                                      
15

l  Martunasl  Sianturil  etl  al.,l  “Tugas,l  Peranl  Danl  Tanggungl  Jawabl  Kuratorl  Dalaml  Kepailitan,”l  Jurnall  Ekonomi,l  

Koperasil  &l  Kewirausahaanl  14,l  no.l  6l  (2023):l  751–60,l  https://journal.ikopin.ac.id. 
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8. Dalaml  hall  pembacaanl  putusanl  pailitl  makal  harusl  memuatl  secaral  lengkapl  pertimbanganl  

hukuml  yangl  mendasaril  Keputusanl  pengajuanl  pailit.l  Dalaml  putusanl  tersebutl  jugal  harusl  

memuatl  pendapatl  daril  Majelisl  Hakiml  yangl  harusl  diumumkanl  danl  dapatl  dilaksanakanl  

terlebihl  dahulu,l  walaupunl  adal  Upayal  hukuml  atasl  putusanl  tersebut.l   

Tugasl  Kuratorl   
Fungsil  daril  Lembagal  kepailitanl  padal  dasarnyal  terdapatl  2l  fungsi.l  Kepailitanl  berfungsil  

sebagail  Lembagal  yangl  memberikanl  jaminanl  kepadal  Kreditor,l  Jaminanl  tersebutl  berupal  Debitorl  

tidakl  akanl  berbuatl  curangl  danl  akanl  tetapl  bertanggungl  jawabl  terhadapl  semual  utang-utangnyal  

kepadal  Kreditor.l  Kemudianl  kepailitanl  jugal  sebagail  Lembagal  yangl  memberil  perlindunganl  

kepadal  Debitorl  terhadapl  adanyal  kemungkinanl  eksekusil  masall  olehl  kreditor-kreditornya
16

.l  Olehl  

karenal  itul  keberadanl  ketentuanl  tentangl  kepailitanl  baikl  sebagail  suatul  Lembagal  maupunl  sebagail  

suatul  upayal  hukuml  khususl  merupakanl  dalaml  satul  rangkaianl  konsepl  yangl  taatl  denganl  asasl  yangl  

sesuail  denganl  ketentuanl  sebagaimanal  telahl  diaturl  dalaml  pasall  1131l  danl  1132l  KUHPerdata.l  

Pasall  1132l  KUHPerdatal  berbunyil  “segalal  kebendaanl  sil  berutang,l  baikl  yangl  bergerakl  maupunl  

yangl  takl  bergerak,l  baikl  yangl  sudahl  adal  maupunl  yangl  barul  akanl  adal  dikemudianl  hari,l  menjadil  

tanggunganl  untukl  segalal  perikatannyal  perseorangan”.l  Pasall  1132l  KUPerdatal  berbunyil  

“kebendaanl  tersebutl  menjadil  jaminanl  bersama-samal  bagil  semual  orangl  yangl  mengutangkanl  

padanya;l  pendapatanl  penjualanl  benda-bendal  itul  dibagil  menurutl  keseimbangan,l  yaitul  menurutl  

besar-kecilnyal  piutangl  masing-masing,l  kecualil  apabilal  diantaral  paral  berpiutangl  itul  adal  alasan-

alasanl  yangl  sahl  untukl  didahulukan”.l   

Kuratorl  merupakanl  orangl  yangl  bertanggungl  jawabl  atasl  hartal  debitor.l  Setelahl  putusanl  

pailitl  diputuskan,l  makal  padal  umumnyal  hartal  yangl  dimilikil  olehl  Debitorl  tersebutl  disita.l  

Kemudianl  pengadilanl  memilihl  Hakiml  Pengawasl  untukl  mengawasil  Kuratorl  dalaml  menjalankanl  

tugasnya.l  Kuratorl  jugal  harusl  melaksanakanl  wewenangl  sertal  tugasnyal  dalaml  batas-batasl  yangl  

telahl  ditentukan.l  Dalaml  hall  kepailitanl  ini,l  makal  hutangl  yangl  dimilikil  olehl  Debitorl  tidakl  dapatl  

dibatalkan
17

.l  Ketikal  Debitorl  dinyatakanl  telahl  pailit,l  makal  Kuratorl  tidakl  bolehl  bertindakl  

layaknyal  penjuall  property,l  akanl  tetapil  disinil  kuratorl  harusl  menerapkanl  prinsipl  keadilan.l  Asasl  

keadilanl  yangl  dimilikil  olehl  kuratorl  berlakul  agarl  kuratorl  adill  dalaml  menjalankanl  tugasnya,l  

sepertil  halnyal  mendaftarkanl  semual  hartal  pailitl  yangl  dimilikil  olehl  Debitorl  baikl  yangl  tersembunyil  

maupunl  yangl  terlihat,l  kemudianl  kuratorl  harusl  bisal  menemukanl  ataupunl  memaksimalkanl  hartal  

pailit,l  mempertahankanl  ataupunl  meninggalkanl  nilail  hartal  pailit,l  hall  tersebutl  dilakukanl  olehl  

kuratorl  denganl  caral  menjuall  hartal  pailitl  denganl  hargal  setinggi-tingginya.l   

Pasall  yangl  menjelaskanl  peranl  kuratorl  danl  hakiml  pengawasl  dalaml  UUK-PKPUl  telahl  

tersebarl  dalaml  berbagail  pasal.l  Akanl  tetapil  yangl  palingl  pentingl  adalahl  tanggungl  jawabl  yangl  

dimilikil  olehl  kuratorl  untukl  mengelolal  dan/ataul  membereskanl  hartal  pailitl  yangl  dimilikil  olehl  

debitor.l  Selainl  kuratorl  adal  peranl  hakiml  pengawasl  dalaml  prosesl  kepailitanl  tersebut,l  hakiml  

pengawasl  berfungsil  sebagail  pengawasl  dalaml  pengurusanl  sertal  pemberesanl  hartal  pailit
18

.l  Dalaml  

hall  inil  kuratorl  danl  hakiml  pengawasl  memilikil  tujuanl  utamal  untukl  membuatl  Keputusanl  yangl  

bergunal  untukl  memaksimalkanl  nilail  hartal  pailit.l  Pemberesanl  hartal  pailitl  merupakanl  Langkahl  

dimanal  kuratorl  bertanggungl  jawabl  untukl  mengumpulkanl  kemudianl  mengelolal  danl  membagikanl  

asetl  perusahaanl  yangl  sedangl  mengalamil  situasil  pailit,l  dimanal  asetl  tersebutl  nantinyal  akanl  

                                                      
16

l  Ml  sianturil  Rl  Burtarbutar,l  “Criminall  Liabilityl  forl  Bankruptl  Foreignl  Debtorsl  inl  Indonesia,”l  no.l  Bankrupt,l  

Debtorsl  (2023). 
17

l  Sianturil  etl  al.,l  “Tugas,l  Peranl  Danl  Tanggungl  Jawabl  Kuratorl  Dalaml  Kepailitan.” 
18

l  Alusiantol  Hamonanganl  etl  al.,l  “Jurnall  Pengabdianl  Kepadal  Masyarakatl  MAJUl  UDAl  Universitasl  Darmal  Agungl  

MEDANl  PERANANl  KURATORl  TERHADAPl  KEPAILITANl  PERSEROANl  TERBATAS,”l  n.d.,l  20–34. 
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dibagikanl  kepadal  paral  kreditor.l   

Kuratorl  memilikil  tugasl  utamal  dalaml  hall  pemberesanl  hartal  pailit,l  diantaranyal  yangl  

pertamal  pengumpulanl  aset,l  dalaml  hall  inil  kuratorl  harusl  mengumpulkanl  semual  asetl  debitorl  yangl  

telahl  ditetapkanl  pailitl  yangl  meliputil  uangl  tunai,l  property,l  inventarisasi,l  piutang,l  maupunl  asetl  

lainnya.l  Kemudianl  kuratorl  harusl  mengelolal  aset,l  dalaml  hall  inil  kuratorl  bertanggungl  jawabl  untukl  

mengelolal  asetl  pailitl  tersebutl  denganl  cermat,l  pengelolaanl  asetl  inil  meliputil  penilaianl  aset,l  

menetapkanl  strategil  penjualanl  sertal  menjagal  agarl  asetl  tetapl  berhargal  sertal  selamatl  selamal  prosesl  

pemberesanl  ini.l  Kemudianl  kuratorl  harusl  membayarl  Kreditor,l  dimanal  pembayaranl  tersebutl  

berasall  daril  danal  yangl  terkumpull  daril  asetl  debitorl  yangl  telahl  dijual.l  Danl  yangl  terakhirl  kuratorl  

harusl  melakukanl  pelaporan,l  dalaml  hall  inil  kuratorl  melakukanl  pelaporanl  kegiatanl  pemberesanl  

hartal  pailitl  kepadal  pengadilanl  danl  pihakl  yangl  berwenang,l  dalaml  lamporanl  inil  memuatl  detaill  

tentangl  pengumpulanl  aset,l  kemudianl  penjualanl  aset,l  danl  pembayaranl  kreditorl  sertal  tindakanl  lainl  

yangl  diambill  selamal  prosesl  pemberesanl  hartal  pailit
19

.l   

Kuratorl  dalaml  menjalankanl  tugasnyal  dalaml  jangkal  waktul  3l  bulanl  sekalil  haruslahl  

melaporkanl  pelaksanaanl  tugasnyal  kepadal  hakiml  pengawas.l  Mengingatl  tugasl  kuratorl  diatasl  

sangatl  berat,l  makal  untukl  mencegahl  terjadinyal  resikol  yangl  nantinyal  akanl  timbull  dalaml  

pelaksaanl  fungsinya,l  makal  peranl  daril  amanatl  hakiml  pengawasl  bersifatl  mutlak.l  Sehinggal  jikal  

kuratorl  melaksanakanl  tugasnyal  tanpal  izinl  hakiml  pengawasl  kemudianl  terjadil  kerugianl  yangl  

disebabkanl  olehl  kelalaianl  kurator,l  makal  kerugianl  tersebutl  ditanggungl  olehl  kuratorl  sendiri.l  Hall  

tersebutl  telahl  dijelaskanl  dalaml  UUK-PKPU.l   

Peranl  Kuratorl   
Kuratorl  dalaml  menjalankanl  tugasnyal  memilikil  peranl  yangl  telahl  diaturl  dalaml  UUK-

PKPU.l  Peranl  pentingl  kuratorl  dalaml  mengawasil  danl  mengelolal  prosesl  kepailitanl  memilikil  tujuanl  

untukl  melindungil  kepentinganl  paral  kreditornyal  sertal  mengoptimalkanl  pemulihanl  asetl  debitorl  

gunal  untukl  membayarl  utangnyal  kepadal  kreditor.l  UUK-PKPUl  memberikanl  kewenanganl  tertentul  

kepadal  kuratorl  gunal  mewujudkanl  perananl  kuratorl  secaral  efektifl  danl  efisienl  dalaml  menjalankanl  

tugasnya,l  antaral  lain,l  yaitu:l   

1. Pasall  15l  ayatl  (1)l  UUK-PKPUl  menyatakanl  bahwal  “Dalaml  putusanl  pernyataanl  pailit,l  harusl  

diangkatl  kuratorl  danl  seorangl  Hakiml  Pengawasl  yangl  ditunjukl  daril  hakiml  pengadilan”.l   

2. Pasall  28l  ayatl  (1)l  UUK-PKPUl  menyatakanl  bahwal  “Suatul  tuntutanl  hukuml  yangl  diajukanl  

olehl  Debitorl  danl  yangl  sedangl  berjalanl  selamal  kepailitanl  berlangsung,l  atasl  permohonanl  

tergugat,l  perkaral  harusl  ditangguhkanl  untukl  memberikanl  kesempatanl  kepadal  tergugatl  

memanggill  kuratorl  untukl  mengambill  alihl  perkaral  dalaml  jangkal  waktul  yangl  ditentukanl  olehl  

hakim”l  pasall  tersebutl  menjelaskanl  bahwal  kuratorl  dapatl  mengambill  alihl  perkaral  yangl  

sedangl  berjalanl  selamal  kepailitanl  berlangsung,l  olehl  karenal  itu,l  atasl  permohonanl  tergugatl  

perkaral  kepailitanl  harusl  ditangguhkanl  gunal  memberikanl  kesempatanl  padal  kuratorl  untukl  

mengambill  alihl  perkara.l   

                                                      
19

l  Mohammadl  Rizkyl  Siregar,l  “Pemanfaatanl  Asetl  Debiturl  Pascal  Kepailitan :l  Menujul  Peningkatanl  Nilail  Ekonomil  

Danl  Manfaatl  Bagil  Krediturl  Menunjukkanl  Trenl  Peningkatanl  Yangl  Mengkhawatirkanl  .l  Datal  Daril  Sisteml  Informasil  

Penelusuranl  Perkaral  (l  SIPPl  )l  Pengadilanl  Negeril  Jakartal  Pusatl  Menunjukkanl  Bahwal  Jumlahl  Permohonanl  Pailitl  

Danl  Penundaanl  Kewajibanl  Pembayaranl  Utangl  (l  PKPUl  )l  Perekonomianl  Nasionall  ,l  Termasukl  Sektorl  Usahal  .l  

Pembatasanl  Sosiall  Danl  Aktivitasl  Mengalamil  Penurunanl  Omzetl  Danl  Labal  ,l  Sehinggal  Kesulitanl  Untukl  Memenuhil  

Persainganl  Bisnisl  Yangl  Semakinl  Ketatl  ,l  Terutamal  Dil  Eral  Digitall  ,l  Membuatl  Banyakl  Perusahaanl  Kesulitanl  Untukl  

Bertahanl  Danl  Bersaingl  .l  Eral  Digitall  Membawal  Perubahanl  Signifikanl  Dalaml  Modell  Bisnisl  Danl  Polal  Konsumsil  ,l  

Yangl  Seringkalil  Tidakl  Diantisipasil  Denganl  Baikl  Olehl  Perusahaanl  Konvensionall  .l  4l  Dil  Sisil  Lainl  ,l  Lemahnyal  

Menyebabkanl  Keputusan-Keputusanl  Yangl  Merugikanl  .l  Aksesl  Permodalanl  Yangl  Perusahaanl  Dil  Indonesial  .l  6l  

Kepailitanl  Merupakanl  Prosesl  Hukuml  Yangl  Dinyatakan,”l  2023,l  1–15. 
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Prosesl  kepailitanl  jugal  memilikil  tujuanl  yangl  diuraikanl  sebagail  berikut:l   

1. Untukl  menjaminl  pembagianl  yangl  samal  terhadapl  hartal  kekayaanl  debitor; 

2. Mencegahl  debitorl  agarl  tidakl  melakukanl  perbuatanl  yangl  dapatl  merugikanl  kepentinganl  paral 

kreditor;l  dan 

3. Memberikanl  perlindunganl  kepadal  kreditorl  yangl  beritikadl  baikl  daril  padal  kreditornyal  denganl  

caral  melakukanl  pembebasanl  utang.l   

 Berdasarkanl  tujuanl  hukuml  tersebut,l  makal  sudahl  jelasl  bahwal  perlindunganl  hukuml  dalaml  

perkaral  kepailitanl  makal  haruslahl  dilakukanl  secaral  proporsionall  denganl  memperhatikanl  

kepentinganl  paral  kreditorl  danl  debitorl  secaral  seimbang
20

.l  Olehl  karenal  itul  sejakl  dijatuhkannyal  

putusanl  pailit,l  makal  sejakl  saatl  itul  jugal  debitorl  kehilanganl  hakl  untukl  melakukanl  pengurusanl  

sertal  penguasaanl  hartal  bendal  debitor.l  Pengurusanl  danl  penguasaanl  hartal  bendal  debitorl  tersebutl  

akanl  dialihkanl  kepadal  kuratorl  melaluil  Balail  Hartal  Peninggalanl  (BHP).l  l   

Tanggungl  Jawabl  Kuratorl   
 Kuratorl  dalaml  prosesl  kepailitanl  tentunyal  takl  terpisahkanl  daril  peranl  sertal  tugasnyal  untkl  

melakukanl  pengurusanl  sertal  membereskanl  hartal  debiturl  pailitl  dibawahl  pengawasanl  hakiml  

pengawas.l  Pasall  72l  UUK-PKPUl  mengaturl  tentangl  tanggungl  jawabl  kuratorl  terhadapl  kelalaianl  

dalaml  prosesl  pelaksanaanl  kepailitan
21

.l  Tugasl  kuratorl  yangl  palingl  utamal  adalahl  untukl  melakukanl  

kepengurusanl  sertal  pemberesanl  terhadapl  hartal  pailit.l  Kuratorl  dalaml  menjalankanl  tugasnyal  jugal  

memilikil  visil  utamal  yaitul  mengambill  Keputusanl  yangl  terbaikl  gunal  agarl  dapatl  memaksimalkanl  

nilail  hartal  pailit.l  Kuratorl  jugal  memilikil  tanggungl  jawabl  penuhl  atasl  kesalahanl  sertal  kelalaianl  

yangl  dilakukanl  olehl  kuratorl  tersebutl  dalaml  melaksanakanl  tugasl  pengurusanl  danl  pemberesanl  

hartal  pailitl  yangl  menyebabkanl  kerugianl  terhadapl  hartal  pailit.l   

 Debitorl  kehilanganl  haknyal  untukl  menguasai,l  mengurusl  sertal  mengelolal  hartal  milikl  yangl  

termasukl  dalaml  boedell  pailitl  sejakl  tanggall  putusanl  ditetapkan.l  Dalaml  hall  urusanl  hartal  debitorl  

yangl  pailitl  tersebutl  diserahkanl  kepadal  kurator.l  Kuratorlahl  yangl  akanl  melakukanl  pengurusanl  

sertal  pemberesanl  hartal  pailit
22

.l  Olehl  karenal  itul  dalaml  putusanl  pernyataanl  pailitl  tersebutl  telahl  

ditetapkanl  pulal  pihak-pihakl  yangl  ditunjukl  sebagail  kurator.l  Jikal  debitorl  ataupunl  kreditorl  tidakl  

mengajukanl  usull  pengangkatanl  kuratorl  lain,l  makal  yangl  menjadil  kuratorl  dalaml  kasusl  pailitl  

tersebutl  adalahl  Balail  Hartal  Peninggalanl  sebagaimanal  diaturl  dalaml  Pasall  15l  ayatl  (2)l  UUK-

PKPU.l   

 

KESIMPULANl   
 Tujuanl  daril  tugas,l  Peran,l  danl  Tanggungl  Jawabl  adalahl  untukl  mencapail  tujuanl  kepailitan,l  

yaitul  memaksimalkanl  nilail  asetl  yangl  dapatl  diberikanl  kepadal  krediturl  danl  mengaturl  prosesl  

kepailitanl  secaral  adill  danl  efektif.l  Dalaml  menanganil  kasusl  kepailitan,l  peranl  kuratorl  sangatl  

pentingl  untukl  menjagal  keadilan.l  Kuratorl  jugal  memilikil  tanggungl  jawabl  untukl  menjalankanl  

tugasnyal  denganl  adil.l  Perananl  danl  tanggungl  jawabl  kuratorl  dalaml  UUK-PKPUl  sangatl  pentingl  

untukl  memastikanl  bahwal  prosesl  kepailitanl  berjalanl  denganl  adill  bagil  semual  pihakl  yangl  terlibatl  

sertal  memaksimalkanl  pemulihanl  bagil  kreditur.l   

                                                      
20

l  Iwanl  Erarl  Joesoef.l  Arumil  Riezkyl  Sari,l  “Peranl  Kuratorl  Dalaml  Penangananl  Kepailitan,”l  Jurnal,l  Nationall  

Conferencel  onl  Lawl  Studies,l  2020,l  238. 
21

l  Defal  Caesarial  Yolanda,l  “Peranl  Danl  Tanggungl  Jawabl  Kuratorl  Atasl  Hartal  Debitorl  Pailitl  (Studil  Kasusl  Putusanl  

Nomorl  54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst),”l  Binamulial  Hukuml  6,l  no.l  2l  (2017):l  187–97,l  

https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.82. 
22

l  Efyl  Sulistyowatil  Dewil  Tutil  Muryati,l  Dhianl  Septiandani,l  “Pengaturanl  Tanggungl  Jawabl  Kuratorl  Terhadapl  

Pengurusanl  Danl  Pemberesanl  Hartal  Pailit,”l  Jurnall  Dinamikal  Sosiall  Budaya,l  2020,l  15. 
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Saranl   
Berdasarkanl  analisisl  diatas,l  makal  penulisl  memberikanl  saranl  untukl  kuratorl  agarl  kuratorl  

mengikutil  programl  pelatihanl  danl  Pendidikanl  yangl  berkelanjutanl  denganl  fokusl  padal  aspekl  

hukuml  kepailitan,l  membangunl  kerjal  samal  yangl  eratl  antarl  kurator,l  pengadilan,l  kreditorl  danl  

Lembagal  terkait.l  Membuatl  penyusunanl  SOPl  yangl  jelasl  bagil  kuratorl  gunal  menjalankanl  tugasnya.l  

Denganl  menerapkanl  saran-saranl  diatas,l  diharapkanl  kuratorl  dalaml  mengelolal  hartal  boedell  pailitl  

debitorl  dapatl  berjalanl  lebihl  efektif,l  danl  adil.l  Sehinggal  dapatl  memberikanl  manfaatl  yangl  

maksimall  bagil  semual  pihakl  yangl  terlibatl  dalaml  prosesl  pailit.l   
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